
BUPATI LEBONG 
PROVINSI BENGKULU 
PERATURAN BUPATI LEBONG 

NOMOR 35 TAHUN 2023 

TENTANG 

PEDOMAN PELAKSANMN BANTUAN STlMULAN RUMAH SWADAYA 
DI KABUPATEN LEBONG 

Menimbang 

Mengingat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATJ LEBONG, 

a. bahwa sehubungan dengan adanya pelaksanaan 
Bantuan Stimulan Rumah Swaday~ bagi masyarakat di 
Kabupaten Lebong, maka perlu adanya peraturan yang 
mendasari dan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan 
sebagaimana dimaksud; 

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana 
dimaksud pada huruf a di atas, perlu menetapkan 
Peraturan Bupati tentang Pedoman Pelaksanaan 
Bantuan Stimulan Rumah Swadaya di Kabupaten 
Lebong. 

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1967 tentang 
Pembentukan Propinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 1967 Nomor 19, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2828); 

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2023 tentang 
Pembentukan Kabupaten Lebong dan Kabupaten 
Kepahiang di Provinsi Bengkulu (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 154, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4349) ; 

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 201 1 tentang Rumah 
dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5188); 
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4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang 
Pembentukan Pera tu ran Perundangan-undangan 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 
Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5234), scbagaimana telah diubah 
beberapa kalai terakhir dengan Undang-Undang Nomor 
12 Tahun 2011 tentang Perubahan Kcdua Atas Undang
Undang Nomor 12 Tahun 2011 ten tang Pcmbentukan 
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801); 

5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana 
telah diubah bebcrapa kali terakhir dcngan Undang
Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan 
Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 
2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang
Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 6856); 

6. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang 
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 
Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 5883), sebagairnana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 
tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 14 
Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perumahan dan 
Kawasan Pennukiman (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2021 Nomor 22, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6624); 

7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

8. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang 
Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33), sebagaimana 
telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 
Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan Presiden 
Nomor 16 tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa 
Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2021 Nomor 63); 

9. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 
22/PERMEN/M/2008 tentang Standar Pelayanan 
Minimal Bidang Perumahan Rakyat Daerah Provinsi dan 
Kabupaten/Kota (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2011 Nomor 450); 
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10. Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 12 Tahun 
20 14 ten tang Pedoman Penyusunan Rencana 
Pcmbangunan dan Pengembangan Perumahan dan 
Kawasan Permukiman Daerah Provinsi dan Daerah 
Kabupatcn/Kota (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 1490); 

l 1. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 
tentang Pembcntukan Produk Hukum Dacrah (Serita 
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri 
Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 ten tang 
Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 
80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum 
Daerah (Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 
Nomor 157); 

12. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat Nomor: 07 /PRT/M/2018 tentang Bantuan 
Stimulan Perumahan Swadaya (Berita Negara Republik 
Indonesia Tahun 2018 Nomor 403); 

13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan 
Rakyat Nomor 29/PRT/M/2018 tentang Standar Teknis 
Standar Pelayanan Minimal Pekerjaan Umum dan 
Perumahan Rakyat (Serita Negara Republik Indonesia 
Tahun 2018 Nomor 1891); 

14. Peraturan M enteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Serita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781). 

MEMUTUSKAN: 

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN 
,t , BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA Dr KABUPATEN 

LEBONG. 

BAB I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan: 
1. Daerah adalah Kabupaten Lebong. 
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur 

penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi 
kewenangan daerah otonomi. 

3. Bupati adalah Bupati Lebong. 
4. Organisasi Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 

OPD adalah unsur pembantu Bupati dalam 
penyelenggaraan pemerintahan daerah yang terdiri dari 
sekretariat daerah , sekretariat DPRD, dinas daerah, 
lembaga teknis daerah, kecamatan, dan kelurahan. 
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5. Dinns Rumnh <inn l<ownsnn Pcmukimnn yang selanjutnya 

disinglcnt DPl(P ndnlnh DinnR Rumnh dnn Kawasan 

Pcmukimnn l\nhupntrn l..clxrng Hchngni pclAksana 

Bnntunn Stimulnn f~11mnh 8wnd11yn. 

(i "rcnmntnn ndnlnh l<ccnmntnn clnlnm wllnynh Knhupatcn 

Lcbong. 
7. Desn/l(clumhnn ndnlnh DcM/Kclurnhnn <lnlnm wilayah 

1-:nlmpntcn Lchong. 

8. Onntunn Stimulnn Rumnh SwocJayn ynng sclanjutnya 

disinglrnt BSRS ndnlnh hnntunn pcmcrintah hagi 

masyaraknt untuk mcndorong dan mcningkatkan 

kcswadayt\An pcmbm1gunan bnru rumah. 

9. Masyarakat Miskin ndalah masyarakat yang ticJak 

memil iki kemampuan untuk mcmenuhi kebutuhan dasar 

hidupnya scndiri schingga perlu mcndapat dukungan 

Pemerintnh Dnerah untuk memperolch rumah yang layak 

huni. 
10. Masyarakat Berpenghasilan Rendah yang selanjutnya 

disingkat MBR adalah masyarakat yang mempunyai 

keterbatasan daya beli sehingga perlu mendapat 

dukungan Pcmerintah Daerah untuk memperoleh rumah 

yang layak huni. 
11. Penerima Bantuan Stimulan Rumah Swadaya yang 

selanjutnya disebut Penerima BSRS adaJah masyarakat 

yang memenuhi kriteria dan ditetapkan sebagai penerima 

bantuan oleh Bupati Lebong. 
12. Kelompok Penerima Bantuan yang selanjutnya disingkat 

KPB adalah kumpulan dari penerima BSRS yang terdiri 

atas unsur ketua merangkap anggota, sekretaris 

merangkap anggota, bendahara merangkap anggota dan 

anggota yang jumlahnya paling banyak 20 (dua puluh) 

penerima bantuan. 
13. Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah 

pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran 

untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi OPD yang 

dipimpinnya. 
14. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat 

KPA adaJah pejabat yang diberi kuasa untuk 

melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran 

dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi OPD. 

15. Pejabat Pembuat Komitmen yang selanjutnya disingkat 

PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas 

pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa. 

16. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya 

disingkat PP'fK adalah pejabat pada unit kerja OPD yang 

melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu 

program sesuai dengan bidang tugasnyn. 

17. Tim Koordinasi/Tim Teknis adalah tim koordinasi/tim 

teknis di tingkat Daerah yang dibentuk oleh Kepala DPKP 

yang terdiri dari unsur DPKP. 

18. Bank/Pos Penyalur adalah Bank/Pos mitra kerja 

Pemerintah Daerah untuk menyalurkan dana BSRS ke 

Penerima BSRS. 
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19. Toko/Penyedia Bnhnn Bnngunan ndalah toko/penyedia 
bnhm~ bangunnn ynng mcmcnuhi krileriu yang dipilih 
pcncnmn bnntunn mclnlui J<PD ynng bcrscdia 
mcn_vedinl<nn bnhnn bnn~unnn untul< PIJ nSRS. 

20. Tcnn~n Pn::1illtntor Lnpnnr.nn ynng nclnnj11tnyn dlRingkat 
TFL ndnlnh tcnngn profc~ionnl pcmhcrdnynnn ynng 
ctitunjuk olch l<cpnln Dinns Rumnh <.Ion KawoRan 
Penrnl<imnn l<nlmpntcn L.chong scbagai pcnggcrnk dan 
pendnmping pcnci-imA. bsrntuan dnlnm pclaksanaan 
kcgintnn BSRS ynng pemboyaran gaji/pcnghasilannya 
disesunikan dengan ketentuan pcngclolaan kcuangan 
dnernh. 

21. Pembangunan Baru yang selanjulnya disingkat PB adaJah 
kegiatan pembangunan rumah baru yang layak huni yang 
dfaelenggarakan atas praJ<nrsa dan upaya masyarakat 
baik sccarn pcrscorangan atau berkelompok. 

22. Rumah adaln.h bangunan gedung yang berfungsi sebagai 
tempat tinggal yang layak huni, sarana pembinaan 
keluarga, cerminan harkat dan martabat pcnghuninya, 
serta aset bagi pemiliknya. 

23. Rumah Swadaya adaJah rumah yang dibangun atas 
prakarsa dan upaya masyarakat. 

24. Perumahan Swadaya adalah kumpulan rumah swadaya 
sebagai bagian dari permukiman bail< perkotaan maupun 
perdesaan yang dilengkapi dengan prasarana, sarana, dan 
utilitas umum. 

25. Permukiman Kumuh adaJah permukiman yang tidak 
layak huni karena ketidakteraturan bangunan, tingkat 
kepadatan bangunan yang t inggi, dan kualitas bangunan 
serta sarana dan prasarana yang tidak memenuhi syarat. 

26. Pencegahan adaJah tindakan yang dilakukan untuk 
menghindari tumbuh dan berkembangnya Rumah kumuh 
dan pennukiman kumuh baru. 

'Zl. Kekurangan Rumah (backlog) adaJah jumlah rumah 
tangga/keluarga dikurangi jumlah rumah 
tangga/keluarga yang telah menghuni atau menempati 
rumah. 

28. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang 
selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah Kabupaten Lebong. 

29. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya 
disingkat DPA adalah dokumen yang memuat 
pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan 
sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh pengguna 
anggaran. 

~ - Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan yang selanjutnya 
disingkat DRPB adalah daftar penggunaan dana bantuan 
untuk pembelian bahan bangunan. 

31. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP 
adaJah idetitas resmi penduduk sebagai bukti diri yang 
diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan 
Sipil Kabupaten Lebong yang berlaku diseluruh wilayah 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. 
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BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 

PRSRI 2 

(1) Peraturan Bupati ini dimnksudknn sebagni pedoman bagi 
Pemerintah Daernh, Pemerintah l<ecamatan, Pemerintah 
DesR/Kelurnhan, masyarakat dan pihak tcrkait lainnya 
dalam melaksanakan kegiatan BSRS bagi masyarakat di 
h'.abupaten Lebong. 

(2) Peraturan Bupati ini bertujuan: 
a . kegiata.n BSRS bagi masyarakat dapat dilaksanakan 

dengan tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan 
dan akuntabel; dan 

b. mernenuhi kebutuhan al<an rumah layak huni bagi 
rnasyarakat di l<abupaten Lebong daJarn ra ngka 
meningkatkan kualitas hidup dan derajat kesehatan 
masyarakat. 

BAB lll 
RUANO LINGKUP 

Pasal 3 

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi: 
1. prinsip penyelenggaraan BSRS; 
2. sumber dan penggunaan dana BSRS; 
3. bentuk, jenis dan besaran BSRS; 
4. pelaksana kegiatan; 
5. perencanaan kegiatan; 
6. penetapan Desa/Kelurahan lokasi pelaksanaan BSRS; 
7. kriteria caJon penerima BSRS; 
8. penetapan penerima BSRS; 
9. pelaksanaan BSRS; 
10. pemanfaatan BSRS; 
11. pertanggungjawaban pelaksanaan BSRS; 
12. sanksi; dan 
13. pengawasan, pengendalian dan pelaporan. 

BABIV 
PRJNSIP PENYELENGGARAAN 

Pasal 4 

( l) BSRS disclenggarakan sesuni dengan prinsip-prinsip 
sebagai berikut: 
a. swadaya masyarakat; 
b. pemberdayaan masyarakat; 
c. transparan; 
d . dapat dipertanggungjawabkan; dan 
e. pengembangan mandiri pasca kegiatan. 
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(2) Swadaya masyarakat sebaga.imana dimaksud pada ayat 
(1) h urufa dimaksudkan bahwa, bantuan dari Pemerintah 
Daerah bersifat stimulan dalam rangka peningkatan 
kuaJitas rumah dan pembangunan baru rumah agar layak 
huni, m en cakup kuaJitas kelayakan rumah agar dapat 
dihuni yang memerlukan komitmen serta kesiapan 
masyarakat berupa dana swadaya baik berupa tabungan 
bahan bangunan maupun aset lain atau tabungan yang 
dapat dijadikan dana tambahan. 

(3) Pemberdayaan masyarakat sebagajmana dimaksud pada 
ayat (1) huruf b dimaksudkan bahwa, kegiatan di lakukan 
dalarn rangka memberdayakan masyarakat agar mampu 
melakukan penyelenggaraan Rumah swadaya mulai dari 
perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan secara 
bertanggungjawab. 

(4) Transparan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c 
dimaksudkan bahwa, pengelolaan kegiatan dilakukan 
secara terbuka dan diketahui oleh seluruh lapisan 
masyarakat dan pihak-pihak terkait sehingga dapat 
diawasi dan dievaluasi oleh semua pihak. 

(5) Dapat dipertanggungjawabkan sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) huruf d dimaksudkan bahwa, pengelolaan 
kegiatan harus dapat dipertanggungjawabkan kepada 
seluruh lapisan masyarakat. 

(6) Pengembangan mandiri pasca kegiatan sebagaimana 
dimaksud pada ayat (1) hu ruf e dimaksudkan bahwa, 
kegiatan swadaya pembangunan Rumah setelah 
selesainya program BSRS, dilakukan atas 
inisiatif/prakarsa dan dengan dana dari masyarakat 
sendiri. Keberhasilan tersebut ditentukan oleh proses 
pemberdayaan masyarakat sejak persiapan hingga paska 
konstruksi yang dilakukan oleh KPB secara swadaya. 

BAB V 
SUMBER DA.J\l PENGGUNAAN DANA 

Pasal 5 

Pendanaan kegiatan BSRS bersumber dari: 
a. DanaAPBD 

pemanfaatan dana APBD diperuntukkan untuk BSRS PB 
dalam rangka pemenuhan terhadap Rumah swadaya yang 
layak huni bagi masyarakat dan biaya penunjang 
kegiatan. 

b. Dana swadaya masyarakat 
pemanfaatan dana swadaya masyarakat dapat berupa 
tabungan bahan bangunan atau tenaga/ gotong royong. 

Pasal 6 

(1) Dana BSRS dianggarkan dari APBD yang disediakan 
untuk pelaksanaan kegiatan dalam satu tahun anggaran. 

llAGiAt,; I 
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( 

(2) BSRS dolnm bentul< unnR dionAAnrknn pndR jenis belanja 
hnmng dnn jnsn, oh_ycl< hc•lnnjn clnn rincinn obyck belanja 
unnR untul< clilwrllmn l<e•pncln MnHynrnknt Pcncrima 
Otltlltlnll Rl'Rlllli clc'ng,m l<c·lrn11111n pc:rnturnn pcrundnng
undnnf~nn dnn hinyn pcn11nj n11R t-t<!hcnnr mAknimnl 10°1., 
(Rc1111luh pcrnc•n) dnrl clnr10 n~rns <lhu.:clinlmn clnlnm DP/\. 

P) llinyn prmmjnn~ HchnAnimnnn dlmnlrnucl pndn nynt (2) 
dnpnt rliAUnnl<nn tmtul<: 
n. kcgintnn pc-rcnc-nnnnn: 

I) pc1jnlnnnn ti inns kc lol<rrni l<cgintnn clnlnm rnngkn 
pc1·cncnnnnn lccgintnn; don 

2) pcnguntan datalmse dnn survci koncli~i. 
b. kegiatA.n pcngawasan: 

t) pcrjolnnnn dinns kc lolmsi keginLan daJam rangka 
monitoring dim cvolunsi; 

2) gaji/penghusilun clan opcrasionaJ tenaga fasilitator 
laps-mgan ; dan 

3) penguatnn dan pembekalan/pclatihan tenaga 
fasilitnlor lapangan. 

c. kegiatan pengendalian: 
1) penyelenggaraan rnpat koordinasi. 

(4) Ketentuan lebih lanjut mcngenai pengelolaan dan 
pertanggungjawaban biaya penunjang sebagaimana 
dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan dengan 
berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang 
berlaku. 

BAB VI 
BENTUK, JENIS DAN BESARAN BANTUAN STIMULAN 

RUMAH SWADAYA 

Bagian Kesatu 
Bentuk 

Pasal 7 

(1) BSRS diberikan dalam bentuk uang; 
(2) BSRS sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan 

kepada perseorangan penerima bantuan melalui kelompok 
penerima bantuan untuk dipergunakan membeli bahan 
bangunan. 

13nginn Kcuuo 
Jenis 

Pasal 8 

(I) Penentuan jenis BSRS ben.Jasarkan hasil 
identifikasi/verifikasi lcebutuhan rumah layak huni, 
dengan ketentunn pembangunan rumah baru dengan 
kriteria belum ada bangunan dan/atau sudah ada 
bangunan (Pondasi) rurnnh yang dibangun di atas kavling 
tanah matang (lahan kosong) . 

(2) komponen struktural sebagaimnna dimnksud pada ayat 
(I) huruf a dan huruf b berupa pondasi, tiang/kolom, 
balok, dan rangka atop. 

I • 
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1 

(3) kotnponcn non strul<turnl Rchngnimnnn climaksud pada 
nynt ( l) humf n clnn huruf h hcrnpn dln11ing pcngisi, 
ku~<'n, pr nutup 1\lnp, <Inn lnntnl. 

13nginn l<ct ir,n 
OcMrnn 

Pnsnl 9 

Bcsarnn Bfmtu1rn OSRS clitctnpknn dcngnn Kcputusnn Bupati 
Lebong. 

B/\8 VI 
PELAl(Sf\NA KEGI/\T/\N 

Pasnl 10 

Pelaksana kegiatan BSRS tcrcliri dari: 
a. Pengguna Anggaran: 

PA memiliki tugas dnn kcwcnangan sebagai berikut: 
1) mengusulkan KP/\ untuk ditetapkan oleh Bupati; 
2) menetapkan PPK dan PPTK; 
31 mengesahkan hasil verifikasi dan seleksi CaJon 

Penerima BSRS untuk ditetapkan oleh Bupati; 
4) mengesahkan proposal yang diusulkan Penerima 

BSRS; dan 
~ melakukan pemantauan dan evaJuasi pelaksanaan 

BSRS. 

b. Kuasa Pengguna Anggaran: 
KPA memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut: 
1) mengawasi pelaksanaan kegiatan BSRS; 
2) melaksanakan tugas yang dilimpahkan oleh PA; dan 
31 menetapkan Bank penyaJur BSRS; 

c. Pejabat Pembuat Komitmen: 
PPK memiliki tugas dan kewenangan sebagai berikut: 
1) menyiapkan bahan perumusan pelaksanaan kegiatan 

BSRS; 
2) merekapitulasi dan memverifikasi administrasi 

permohonan BSRS; 
31 menyiapkan berkas penerima BSRS untuk ditetapkan 

oleh Bupati; 
4) menetapkan TFL sebagni pendamping masyarakat; 
~ melakukan pengawnsan, pengenclalian dan evaluasi 

pelaksanaan BSRS; dnn 
61 menyusun laporan pelnksannan BSRS dnn 

melaporkan pelaksanaan kegiatan BSRS kepada PA 
melalui KPA. 

d. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan: 
PPTK memiliki tugas dan kewennngan sel>agai bcriku t: 
I) membantu menyinpkan bahan perumusan 

pelaksannnn kegiatan OSRS; 
2) membantu merekapitulasi <Ian memverifikasi 

administrasi permohonan OSRS; 

----- ... ·- .. - -
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3) membantu menyiapkan berkas penerima BSRS untuk 
ditetapkan oleh Bupati; 

4} Membantu mengendalikan pelaksanaan BSRS; 
~ melaporkan perkembangan pelaksanaan BSRS; dan 
6) menyiapkan dokumen anggaran atas beban 

pelaksanaan BSRS. 

e. Tim Koordinasi/Tim ieknis: 
Tim Koordinasi/Tim Teknis memiliki tugas dan 
kewenangan sebagai berikut: 
1) melakukan sosialisasi dan penyuluhan kepada 
2) melakukan pembinaan dan pendampingan 

masyarakat; 
3) melaksanakan pengawasan 

pelaksanaan BSRS; 
4) melakukan pemantauan dan 

BSRS; dan 
5) melakukan inventarisasi 

pencapafan progres BSRS. 

f. Tenaga Fasi\Hator Lapangan: 

dan pengendaJian 

evaJuasi pelaksanaan 

permasalahan terkait 

1) TFL memiliki tugas sebagai berikut: 
a) membantu DPKP dalam memverifikasi/menyeleksi 

calon penerima BSRS; 
b) melakukan sosialisasi, penyuluhan dan 

pembekalan tentang pelaksanaan BSRS kepada 
calon penerima BSRS; 

c) mendampingi calon penerima BSRS dalam 
penyusunan dan pengajuan proposal BSRS dengan 
rasio 1 (satu) orang mendampingi kurang lebih 30 
(Tiga puluh) penerima bantuan atau berdasarkan 
kebutuhan Oaerah dengan mempertimbangkan 
waktu dampingan, tingkat kesulitan lokasi, 
karakter masyarakat dan ketersediaan APBD; 

d) menumbuhkembangkan keswadayaan penerima 
bantuan; 

e) mendampingi penerima BSRS dalam pembentukan 
KPB; 

f) mendampingi/memfasilitasi kegiatan rembuk 
ditingkat kelompok; 

g) mendampingi survey toko/penyedia bahan 
bangunan; 

h) mendamping penerima BSRS dalam pembentukan 
KPB; 

i) mendampingi/memfasilitasi kegiatan rembuk 
ditingkat kelompok; 

j) mendampingi survey toko/penyedia bahan 
bangunan; 

k) memfasilitasi kesepakatan penentuan 
toko/penyedia bahan bangunan; 

I) memfasilitasi pembukaan rekening penerima 
bantuan; 

m) mendampingi penerima BSRS dalam penyusunan 
Daftar Rencana Pemanfaatan Bantuan (DRPB); 
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n) mendampingi penerima BSRS dalam memeriksa 
jcnis dan volume bahan bangunan yang dikirim 
oleh toko/penyedia bahan bangunan sesuai 
dengan DRPB; 

o) mendampingi penerima BSRS melakukan 
pembangunan dan peningkatan kualitas sesuai 
dengan DRPB dalam waktu yang ditetapkan; 

P) mendampingi penerima BSRS dalam penyusunan 
laporan pelaksanaan pekerjaan 30% {Tiga Puluh 
Persen) dan 100% (Seratus Persen); 

q) mendampingi penerima BSRS dalam penyusunan 
laporan pertanggungjawaban pemanfaatan BSRS 
kepada PPK; 

r) memfasilitasi dalam adminitrasi pemanfaatan 
bantuan ; 

s) memberikan advis atau analisa terhadap 
pelaksanaan teknis pembangunan rumah; 

t) membangun kapasitas kelompok penerima 
bantuan; 

u) melakukan koordinasi clan komunikasi dengan 
pengelola kegiatan, serta di tingkat Kecamatan dan 
Desa/Kelurahan pada setiap tahapan kegiatan; 

v) memberikan laporan progress lapangan setiap 
minggu dan bulanan secara tepat waktu; 

w) menyusun laporan pelaksanaan kegiatan; 
x) menjamin data yang akurat, lengkap,mutakhir dan 

valid; 
y) menjamin semua kegiatan/tahap dilakukan sesuai 

prosedur; dan 
z) melaksanakan tugas tambahan lain bidang Rumah 

yang berkaitan dengan kegiatan BSRS 
2) kriteria pemilihan TFL sebagaimana dimaksud pada 

angka 1 sebagai berikut: 
aJ warga negara Indonesia; 
b) berpenclidikan sekurang-kurangnya STM/SMK 

jurusan bangunan/ D3 dan Sarjana; diutamakan 
berpengalaman sebagai fasilitator teknis/fasiJitator 
pemberdayaan/pekerjaan konstruksi bangunan/ 
rumah/rumah/Jingkungan; 

c) memiliki dedikasi yang tinggi dan berjiwa sosial 
untuk membantu masyarakat; 

d) tidak sebagai ASN dan jabatan lainnya sesuai 
peraturan perundang-undangan; 

e) bersedia bekerja penuh waktu (fell time) selama 
masa kontrak; 

j) mampu mengoperasikan komputer dan 
mengoperasikan nplikasi MS-Office ( Word, Exel dan 
Power Point); 

g) diutamakan telah mcngikuti kursus/pelatihan 
bidang teknis bangunan yang dibuktikan dengan 
sertifikal atau surat keterangan mengikuti 
kursus/pelatihan; 

h) dapat menyusun laporan; dan 
i) diutamakan bertempat tinggal di wilayah 

Kabupaten Lebong. 

. l 
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J) persyarntan/kelengknpan administrasi yang harus 
dilengknpi sebagaimann rtimnksud angka 2 sebagai berikut: 
a) surat lamnran; 
b) surnt pemyatann bermctcrai scsuai dengan kriteria 

padn angkn 3 hurur Q, g) dan h); 
c) foto copy KTP; 
d) foto copy ijazah teral<hir yang dilcgalisir pejabat 

yang berwenang; 
c) pas foto benvarna ukuran 4x6 sebanyak 2 (dua) 

lcmbnr; dan 
Q surat keterangan pengalaman kerja yang terkait 

bila ada. 
4) tata cam pcrekrutan dan pcmil ihan TFL sebagai 

berikut: 
a) perelcrutan dan pemil ihan TFL dilaksanakan oleh 

DPl(P; 
b) DPKP mclakukan perekrutan TFL berdasarkan 

kriteria dan persyaratan; 
c) tahapan pemilihan TFL sebagai bcrikut: 

1. penerimaan berkas Iamaran TFL melalui sistem 
gugur tiap tahapan; 

2. pemeriksaan/seleksi berkas administrasi calon 
TFL; 

3. metakukan seleksi/tes tertulis bagi yang tutus 
scteksi administrasi; 

4. melakukan seleksi / tes wawancara bagi yang 
lulus seleksi tertulis; 

5. menilai dan memutuskan kelulusan calon TFL 
yang telah lulus seleksi administrasi, tertulis 
dan wawancara; 

6. melaksanakan pengumuman penerimaan dan 
kelulusan calon TFL; dan 

7. penandatangan kontrak TFL dengan PPK. 
d) Format penilaian TFL sesuai dengan format 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

g. Bank/Pos Penyalur BSRS: 
I . Bank/Pos Penyalur memilik i tugas sebagai berikut: 

a) menyalurkan dana BSRS dari Kas Daerah ke 
rekening Penerima BSRS sesuni dengan Keputusan 
Bupati tentang Peneto.pnn Pencrima Oantuan; 

b) membuka rekening individu penerimn bantuan; 
c) melayani penarikan dana/ pemindahbukuan dalam 

rangka pemanfaatan BSRS; dan 
d) memindahbukukan dnna BSRS yang tidak 

tersaJurkan ke Kas Daerah sesuai dengan 
peraturan perundang-uncJangan yang berlaku. 

2 . Kriteria Bank/Pos penyalur BSRS sebagai berikut: 
a) bersedia melayani penyaluran dana BSRS; 
b) bersedia mengikuti ketentuan sebagai Bank/Pas 

penyalur dana BSRS; 

BAGIAN 
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c) bersetlia ticlak memungut/mcminta biaya 
opernsional kcpada pcngguno joan don pencrima 
BSRS; 

d) berse~lia menerbitkan buku tnbungan kcpada 
penenma BSRS/pengguna jnsa; 

e) memiliki pengalnman sejenis dalam pcnyaluran 
dana BSRS· 

I 

ij bersedia menyampa iknn taporan penyaluran dana 
BSRS kepada pelaksana BSRS; 

g) bersedia memberiknn pernyntaan kesanggupan 
Ba nk/Pos penyalur untuk: 
1) mcnyalurkan dana BSRS dari kas daerah ke 

rekcning penerima BSRS; 
2) melayani penerima bantuan da la m 

memanfaatkan dana BSRS yaitu pena rika n 
dana untulc upah tuka ng/pemindahbukuan ke 
rekcning toko/penyedia bahan bangunan; 

3) menyetorkan dana BSRS yang tidak 
tersalurk1m sampai dengan akhir tahun 
anggaran ke rekening kas daera h; 

4) menyampaikan laporan kepada DPKP sebagai 
pelaksana BSRS; 

51 bersedia mengadakan perjanjian kerjasama dan 
melaksanakan amanat perjanjian kerjasama 
secara bertanggungjawab; dan 

6) bersedia di audit oleh pihak berwenang jika 
diperlukan. 

3. Penunjukan Bank/Pos Penyalur 
a) Bank Penyalur merupakan bank umum yang sehat 

yang menampung rekening kas umum daerah dan 
ditetapkan oleh Kepala Daerah dengan mematuhi 
ketentuan penyaluran dalam perjanjian kerja 
sama; 

b) Bank/Pos Penyalur yang telah ditetapkan 
melakukan pembahasan rancangan perjanjian 
kerja sama (PKS) dengan KPA sesuai Format; 

c) PKS yang telah dibahas bersarna selanjutnya 
ditanda tangani oleh perwakjlan dari pihak 
bank/pos penyalur dengan KPA; 

d) Perubahan PKS dapat dilakukan denga n 
addendum yang disepakati kedua belah piha k. 

h. Toko/penyedia ba ha n ba ngunan 
l. Toko/penyedia bahan banguna n memiliki tugas 

sebagai berikut: 
a) menyediakan dan mengirim bnhan bangunan 

sesuai DRPB dengan harga kesepakatan di kontrak 
dengan KPB; dan 

b) membuat kuitansi/nota pengirima n bahan 
bangunan sesua i denga n DRPB yang harus 
diserahkan kepada penerima BSRS. 

2. Kriteria Toko/Penyedia bahan bangunan adala h 
sebagai berikut: 
a) menyediakan bahan bangunan yang dibutuhkan 

oleh penerima bantuan sesuai dengan proposal 
yang diajukan oleh penerima bantuan; 

BAGIAN L(__.i1
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b) mampu menyediakan sarana angkutan pengiriman 
bahan bangunan dan bersedia mengantar bahan 
bangunan Ice loknsi pencrima bantuan; 

c) hargn bnhnn bRngunan sudah tennasuk biaya 
pcngirirnnn dan pajak yang wajar sesuai harga 
pasar; 

d) mclakukan usahn perdagnngan bahan bangunan 
yang diketahui oteh masyarakat umum; 

e) lokasi toko/pcnyedia bahan bangunan diutamakan 
dekat dcngan penerima bantuan; 

n memitiki Nomor lnduk Berusaha (NIB); 
g) merniliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWPJ dan 

patuh terhnclap ketentuan perpajakan; 
h) membuat perjanjian kerja sama dengan KPB; dan 
i) bersedia membuka rekening khusus untuk 

kegiatan BSRS di bank yang sarna dengan bank 
penyalur. 

3. Tata cara pemilihan Toko/Penyedia bahan bangunan 
sebagimana dimaksud pada angka 2 sebagai berikut: 
a) KPB didampingi Tenaga Fasititator Lapangan 

melakukan survey toko/penyedia bahan bangunan 
yang dapat menyediakan bahan bangunan dengan 
ketentuan sebagai berikut: 
1) mampu menyediakan bahan bangunan yang 

berkualitas dan kuantitasnya sesuai dengan 
DRPB; 

2) bersedia mengirim bahan bangunan sesuai 
DRPB; 

3) harga yang disepakati tidak melebihi harga 
standar bahan bangunan ( SBU ) yang 
ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; 

4) harga yang disepakati termasuk biaya 
pengiriman bahan bangunan sampai ke alamat 
masing-masing penerima BSRS; 

5) dalam hal alamat penerima BSRS tidak dapat 
dijangkau dengan sarana angku tan yang lazim 
digunakan masyarakat setempat, 
pengangkutan bahan bangunan menjadi 
tanggung jawab penerima BSRS secara 
kelompok; dan 

6) membuat kuitansi/nota pengiriman bahan 
bangunan sesuai dengan DRPB yang harus 
diserahkan kepada penerima BSRS. 

b) KPB menunjuk toko/penyedia bahan bangunan 
yang sesuai dengan kriteria. 

c) KPB dan toko/penyedia bahRn bangunan 
menandatangani kontrak kesepakatan/perjanjian 
kerja sama, dengan ketentuan: 
1) harga yang disepakati tidak melebihi harga 

standar bahan bangunan (SBU) yang 
ditetapkan oleh Pemerintah Daerah; 

2) harga yang disepakati termasuk biaya 
pengiriman bahan bangunan sampai ke alamat 
masing-masing penerima BSRS; 

~ Dipindai dengan CamScanner 

https://v3.camscanner.com/user/download


e 

3) d~lam hal alamat pcnerima BSRS tidak dapat 
d~Jangl<f\U <lcngnn snrnnn nngkutsm yang Jazim 
digunnl<un mnsynrnknt RClempat 
pcngangkutnn bnhon hnngunnn mcnjadi 
tanggung jawnb pcncrimn BSRS Rccara 
kelompok; 

4) membuat kuitnnsi/notn pcngirimnn bahan 
b~ngunan scsuni dcngnn DRPB yang harus 
d1scrahl<An kcpndo. pcncrimn OSRS; 

d) KPB menunjuk toko/pcnycdin bahnn hangunan 
yang sesuai cJcngnn krctcria. 

e) I<PB dan tolm/pcnycdia bahan hangunan 
menandatangani kontrak kcsepakatan/perjanjian 
kerja sama. 

0/\B VIII 
PERENCAN/\AN KEOIAT/\N 

Pasal 11 

(1) DPJ{P menyusun data j umlah dan kebu tuhan rumah baru 
(backlog) dengan skala prioritas penanganan (long lisq. 

(2) Data kebutuhan rumah baru sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) berasaJ dari Basis Data Terpadu (BDT) 
TNP2K dan/atau data Perangkat Daerah yang merupakan 
data survei database langsung ke lapangan atau usulan 
dari Kepala Desa/Lurah dalam wilayah Kabupaten 
Lebong. 

(3) Penentuan calon penerima BSRS dilakukan melalui proses 
verifikasi oleh DPKP. 

(4) Calon penerima BSRS sebagaimana dimaksud pada ayat 
(3) ditetapkan dengan Keputusan Bupati atas usulan 
DPKP sebagai dasar pelaksanaan kegiatan BSRS. 

Pasal 12 

Penyusunan kebutuhan rumah (backlog) dengan kriteria 
sebagai berikut: 
a. kritetia kebutuhan rumah (backlog) dihitung berdasarkan 

jumlah keluarga dikurangi jumlah rumah yang tersedia 
atau diperoleh dari jumlah rumah yang dihuni lebih dari 
satu keluarga; 

b. data kebutuhan r umah (backlog) sebagaimana dimaksud 
pada huruf a, disusun sesuai dengan format sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. 

BAB IX 
PENETAPAN LO KASI DESA/ KELU RAH AN 

Pasal 13 

( J) Desa/ Kelurahan prioritas yang ditetapkan sebagai lokasi 
pelaksanaan BSRS adalah Dcsa/Kelurahan dalam wilayah 
Kabupaten Lebong dan mendukung tujuan Pemerintah 
dan Pemerintah Daerah dalam rangka pencegnhan dan 
penanganan Rumah kumuh dan permukiman kumuh. 
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(2) Kriteria Desa/Kelurahan yang sebagaimana yang 
dimaksud aynt ( 1) mcmiliki: 
n. jumlnh kekurnngnn rumah (backlog). 
l>. Usulan Calon Penerima Bantuan dari desa/kelurahan 

(3) Desn/_Kelurahan diusulkan oleh DPKP kepada Bupati 
s~sun1 dengan data dan prioritas Desa/Kelurahan untuk 
ditetapkan sebagai lokasi BSRS. 

BABX 
l<RITERIA CALON PENERIMA 

BANTUAN STIMULAN RUMAH SWADAYA 

Pasal 14 

Calon penerima BSRS merupakan masyarakat yang 
memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
a. warga negara [ndonesia yang memiliki kartu tanda 

penduduk berdomisili di Kabupaten Lebong dan berumur 
maksimal 60 tahun; 

b. sudah berkeluarga dan usia pernikahan minimal 10 
tahun; 

c. memilik:i atau menguasai tanah yang dikuasai secara fisik 
dan memiliki legalitas, tidal< dalam status sengketa, dan 
sesuai tata ruang yang berada di ,vilayah Kabupaten 
Lebong; 

d. belum memiJiki rumah; 
e. belum pemah memperoleh BSRS atau sejenisnya dari 

Pemerintah dan Pemerintah Daerah dalam jangka waktu 
10 (sepuluh) tahun terakhir; 

f. masyarakat kurang mampu atau berpenghasilan dibawah 
upah minimum Provinsi Bengkulu; 

g. bersedia membentuk Kelompok Penerima Bantuan (KPB) 
paling banyak 20 (dua puluh) orang; 

h. bersedia membuat surat pemyataan yang antara lain 
berisi: 
1. bersedia bertanggung jawab dalam pemanfaatan 

bantuan; 
2 bersedia mengikuti keten tuan BSRS; 
3. bersedia mengurus 1MB (Melampirkan Surat 

Keterangan Pengurusan 1MB dari Camat Apabila 
Masih dalam proses Pengurusan 1MB); dan 

4. bersedia menyelesaikan pembangunan rumah hingga 
100% dan menyediakan tukang/pekerja bangunan 
untuk pelaksanaan pembangunan bantuan rumah. 

Pasal 15 

(l) KPB sebagajmana dimaksud dalam Pasal 14 huruf h 
adalah kumpulan dari penerima BSRS yang terdiri atas 
unsur ketua merangkap anggota, sekretaris merangkap 
anggota, bendahara merangkap anggota dan anggota yang 
jumlahnya paling banyak 20 (dua puluh) penerima 
bantuan. 

II 

\ 

BAGIAN lt/ L 
HUKUM C> \ 

~ Dipindai dengan CamScanner 

https://v3.camscanner.com/user/download


I 

(2) Pembentukan l<~B dilakukan dengan memperhatikan 
kedekat:'1n dan walayAh tempat tinggal penerima bantuan 
yang da tentukan bcrdnsorkan SI< Bupati Kabupaten 
Lebong tcntang pcnctnpnn nnma-nnma pcncrima bantuan 
~embnngunnn rumah bnru, kcmampuan bcrtukang, 
tmgknt keswAd_nynAn dnn nlnsan yang cliscpaknti dengan 
format sebaga1~ann tcrcnntum dalnm Lampiran yang 
merupakan bng1an yang tidak tcrpisnhkan dnri Peraturan 
Bupati ini. 

(3) l<PB sebagaimana dimaksud dalam ayat I di tetapkan olch 
C.ama~ dengan format scbagaimana tercantum dalam 
La1,:1p1ran yang merupnkan bagian yang tidak terpisahkan 
dan Pernturan Bupati ini. 

(4) KPB sebagaimana dimaksud daJam ayat l memiliki tugas 
sebagai berikut: 
a. bennusyawarah/berembuk dalam proses pengambilan 

keputusan; 
b. bergotong royong dalam proses pelaksanaan BSRS; 

dan 
c. bertanggung jawab terhadap pcmanfaatan bantuan 

secara tanggung renteng. 

Pasal 16 

Calon penerima BSRS mengajukan proposal yang terdiri atas: 
a. dokumen administrasi meliputi: 

1. surat pennohonan kepada Bupati melalui 
dengan format sebagaimana tercantum 
Lampiran yang merupakan bagian yang 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; 

DPKP 
dalam 
tidak 

2. foto copi KTP atau identitas lain yang sah seperti SIM 
atau Kartu Keluarga; 

3. surat keterangan penghasilan dari tempat kerja bagi 
yang berpenghasilan tetap atau dari Kepala 
Desa/ Lurah bagi yang berpenghasilan tidak tetap, 
dengan format sebagaimana tercantum dalam 
Lampiran yang merupakan bagian yang tidak 
terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; 

4. foto copi sertifikat tanah atau bukti kepemilikan 
penguasaan tanah dari pejabat yang berwenang 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian yang titlak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini; 

5. surat pernyataan, dengan fonnat sebagaimana 
tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian 
yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan 

6. ldentifikasi Keswadayaan Calon Penerima Bantuan 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

b . dokumen teknis disiapkan oleh calon penerima BSRS dan 
dapat difasilitasi oleh TFL baik untuk PB yang meliputi: 
l. foto kondisi awal (0% ) baik untuk PB; 
2 rencana teknis berupa: 

U BAGIAN lt,./ 
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a) gambar teknis (denah, potongan, tampak) untuk 
PB d~ngan format sebagaimana tercantum dalam 
Lamp1ran dc~gan format sebagaimana tercantum 
dalam Lamp1ran yang merupakan bagian 
tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini. yang 

b) rencan~ anggaran biaya (RAB) dengan format 

sebaga1mana te_rcantum d~am Lampiran yang 
merupakan bagtan yang t:Jdak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

BAB XI 
PENETAPAN PENERIMA 

Pasal 17 

(1) Penetapan penerima BSRS dilakukan oleh Bupati 

berdasarkan hasil verifikasi calon penerima BSRS oleh 
DPKP. 

(2) Proses penetapan penerima BSRS sebagaimana dimaksud 

pada ayat (1) yaitu sebagai berikut: 
a. DPKP dibantu oleh TFL melakukan identiftkasi dan 

verifikasi terhadap calon penerima bantuan di lokasi 
yang prioritas penanganan telah ditetapkan 

berdasarkan kriteria penerima bantuan, dengan 

format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini; 
b. hasil identifikasi dan verifikasi berupa daftar calon 

penerima BSRS hasil seleksi, dengan format 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 

merupakan bagian yang lidak terpisahkan dari 

Peraturan Bupati ini; 
c. calon penerima BSRS yang lolos proses identifikasi 

dan verifikasi melengkapi persyaratan administrasi 

dan dokumen teknis; 
d . dokumen administrasi dan dokumen teknis disusun 

menjadi proposal. Dalam penyusunan proposal, calon 

penerima BSRS didampingi oleh TFL; 
e. DPKP melakukan verifikasi proposal dan mengesahkan 

proposal dengan format sebagaimana tercantum dalarn 

Lampiran yang merupakan bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; dan 
f. Proposal disampaikan kepada Bupati untuk 

selanjutnya ditetapkan dengan Keputusan Bupati. 

BAB XII 
PELAKSANMN KEGIATAN 

Pasal 18 

(1) Tahap pelaksanaan BSRS adalah sebagai berikut: 
a. kegiatan sosialisasi tentang BSRS kepada calon 

penerima BSRS; 
b. DPKP dibantu TFL melakukan identifikasi dan 

verifikasi terhadap calon penerima BSRS; 

I( BAGIAN 
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c. cnl?n p~nerimn BSRS ynng lolos idcnffik . ct 
,·cnlil-ms, me . • k 1 1 ns, nn 
DPKP: " SOJU ·nn proposnl kcpncln Oupnti mclnlui 

d. DPKP mclnkuknn , ·"fik , 
BSRS vc, ' ' ns, proposul cnlon pcncrimn 
,l ' t ' ,J, proposnl ynng mcmcnuhi synmt nknn 
ul tnunkl • t • t 
8 . nnJu ' c cngnn pcnyinpnn konscp Kcputusnn 

upnt, tcntnng pcnctnpnn pcncrimn OSRS· 
e. proses pcncnirnn nnggnmn mcngikutl kctentunn 

tentnng pcngclolnnn keunngnn dncrnh; clnn 
f. proses penynlumn bnntunn l>crupn unng dilnkulmn 

dnlam sntu tahnp ke pencrimn bnntunn. 
(2) Pelaks:mnnn kcgintnn sebngnimnnn climoksucl pncln nynt 

(_l) mengacu pncln Kcmngkn Acunn Kcrjn (KAK) kegiotnn 
~ Rng bcrlnku pndn tnhun pclnksnnnnn kcgintnn. 

BAB XIII 
TAHAPAN PENYALURAN DJ\N PEMANFMTAN BANTUAN 

Pasal 19 

Pemanfaatan BSRS adalah sebagai berikut: 
a. pcmanfaatan dan penyaluran dana pada rekening 

penerima BSRS diJakukan dalam 2 (dua) tahap, dengan 
besaran masing-masing tahap sebesar 50% (lima puluh 
persen) dari nilni dana BSRS; 

b. pemanfaatan dana BSRS t:idak dapat ditarik tunai tetapi 
hanya bisa dilakukan pemindahbukuan/pembayaran 
secara transfer ke toko/penyedia bahan bangunan yang 
ditunjuk oleh penerima BSRS; 

c. pembelanjaan bahan bangunan dilakukan dengan 
membuat DRPB berdasarkan RAB dalam proposal teknis 
penerima bantuan; 

d. pemilihan toko/penyedia bahan bangunan dengan cara: 
1) survei toko/penyedia bahan bangunan sesuai dengan 

format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini; 

2) kesepakatan penunjukan toko/penyedia bahan 
yang 

format 
bangunan dan harga bahan bangunan 
dituangkan dalam Serita Acara sesuai dengan 
sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang 
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini; dan 

3) kontrak pembelian bahan bangunan antara KPB 
dengan toko/penyedin bahnn bangunan sesuai dengan 
format sebagaimana tercantum dnlam Lampimn yang 
merupakan bagian yang tidnk terpisnhknn dari 
Peraturan Bupati ini. 

e. penyusunan DRPB Tahnp I dnn Tnhnp II berdnsnrkan 
tahapan konstruksi sesuai dengnn formnt sebngnimana 
tercantum dalnm Lnmpirnn yang merupnknn baginn yang 
tidak terpisahkan dari Pen\turan Bupnti ini; 

f. penyampaian DRPB ke toko/penyedia bahan bnngunan 
merupakan bukti pemesannn bnhan bnngunani 
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g. roko/pcnycclin bnhun lmngunnn melnkukan pengiriman 
bnhnn bnngunnn bcrdnRnrknn DRPD· 

h. pcncrimn BSRS mctncriksn dn~ mcncrimR bahnn 

bnngunnn ynng <likiriml<nn tol<0/pcnycclin hAhan 

bnngm~nn berdnsnrknn DRPB scsuni cJcngnn formAt 

seb~gnm1nnn _tcrcnntu~ <lnlnm Lompirnn ynng mcrupaknn 

bnginn ynng t1dnk tcrp1snhl<nn cJnri Pcrnturan Bupnti ini; 

i. pcmbnynrnn bnhnn bnngunnn kc toko/pcnyccJia hahan 

bnngunnn dilnkuknn olch pcncrimn BSRS dcngan cara 

transfer/pemindnhbukunn rckcning <.lari rckcning 

penerimn BSRS kc rckcning toko/pcnycdia bahan 
bangunan; 

j. dnlam melnkuknn lrnnsfcr/pcmindahbukuan rekening, 

penerimn BSRS mcnunjukon dokumcn kepacJa pihak 

petugas bank/pos penynlur bcrupa: 
1) buku tabungan; 
2) KTP; 
3) nota pengmman bahnn bangunan yang 

ditandatangani penerima BSRS; dan 
4) DRPB. 

k. peneiima BSRS melaksanakan PB rumah secara swadaya 

dengan memanfaatkan dana BSRS tahap I didampingi 

oleh TFL; 
I. pemanfaatan dana bantuan tahap II sebesar 50% dapat 

dilakukan apabila progres fisik PB rumah telah mencapai 

minimum 30% atau dana tahap I telah dibelanjakan dan 

telah mulai dilakukan pelaksanaan PB rumah, serta 

bahan bangunan tahap II telah diterima. Laporan 

penggun.rnn dana tahap I sesuai dengan format 

sebagaimana tercantum dalam Lampiran, yang diverifikasi 

sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran. Laporan penggunaan dana tahap II sesuai 

dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran 

yang diverifikasi sesuai dengan format sebagaimana 

tercantum dalarn Lampiran yang merupakan bagian yang 

tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; 
m . apabila terdapat perubahan dokumen perencanaan 

kegiatan, dibuat Serita Acara sesuai dengan format 

sebagaimana tercan tum dalam Lampiran yang merupakan 

bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturnn Bupati ini; 

n. Peneriman bantuan menyusun laporan progress fisik 

sesuai dengan format sebagaimana tercantum dalam 

Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan 

dari Peraturan Bupati ini; 
o. Dalam rangka memastikan pelaksnnnan fisik telah 

mencapai I 00% diterbitl<nn surnt pernyAtnan penyelesaian 

pekerjaan scsuai dengan fonnnt sebngaimnna tercantum 

dalam Lampiran yang merupaknn bagian yang tidak 

terpisahkan dari Peraturan Bupati ini; 
p. Penerima bantuan dapat mengerjakan kegiatan 

pembangunan apabila memiliki kcterampilan bertukang 

atau menunjuk tukang atau pekerja lain. 
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BAB XIV 
SANf<SI 

Pasnl20 

Dalan~ hal penerima BSRS tidak memenuhi persyaratan 
penenma BSRS, dapat dikenakan sanksi berupa: 
8 • pembatal9:11 BSRS, jika penerimn bantuan tidak lagi 

~emenuh1 persyaratan sebagai pcnerima bantuan setelah 
d1teta~kan namun belum disalurkan bantuannya; 

b. penankan kembali BSRS, jika penerima bantuan tidak 
memanfaatkn.n bantuan untuk melnkukan kegiatan PB 
dan/atau 

c. pengembaJian BSRS, jika penerima bantuan 
menyalahgunakan bantuan yang telah diterima. 

d. Penerima BSRS yang tidak mclaksanakan ketentuan 
sebagaimana dimaksud pada huruf b dan huruf c dapat 
dikenakan sanksi sesua.i dengan ketentuan peraturan 
perundang-undangan. 

BAB XV 
PENGAWASAN, PENGENDALIAN DAN PELAPORAN 

Pasal 21 

(1) Pengawasan secara langsung di lapangan diJakukan oleh 
TFL. 

(2) Pencatatan hasil pengawasan di lapangan dicatat dan 
dikumpulkan oJch TFL dan disampaikan kepada PPK 
melalui PPTK. 

(3) Pengawasan juga dapat diJakukan 
Koordinasi /Tim Teknis sesuai dengan 
kewenangannya. 

Pasal 22 

oleh Tim 
tugas dan 

(1) PengendaJian secara langsung dilakukan oleh TFL. 
(2) PPTK, PPK, PA/r<PA dan Tim Koordinasi/Tim Teknis dapat 

melakukan monitoring dan pengendalian setiap saat 
daJam rangka pencapaian target kinerja pelaksanaan 
BSRS. 

(3) TFL setiap minggunya melaporkan kondisi lapangan. 

Pasal 23 

(1) PeJaksana BSRS harus membuat laporan pelaksanaan 
kegiatan. 

(2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus 
diketahui dwi diverifikasi oleh Tf<L dan dikirim kepada 
PPK melaJui PPTK. 

(3) TFL membuat seluruh laporan hasil pelaksanaan 
kegiatan, dan mengevaluasi serta menganalisa dan 
menyampaikan hasilnya kepada PPK melalui PPTK. PPK 
melaporkan hasil pelaksanaan kegiatan BSRS kepada 
PA/KPA. 
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(4) Pertanggungjawaban pelaksanaan BSRS adalah sebagai 
berikut: 
a. penerima BSRS bertanggung jnwab atas pelaksanaan 

fisik PB; 
b . penerima BSRS wajib menyampajkan laporan 

penggunaan dana/uang BSRS kepada Bupa ti melalui 
DPKP dilengkapi denga n foto rumah dan bukti-bukti 
pembelanjaan bahan bangunan sesuai tahapan 
pencairan; 

c. Bank/Pos Penyalur wajib menyampaikan laporan 
pertanggungjawaban penerimaan, penyaJuran, dan 
pemanfaatan dana bantuan kepada DPKP; 

d . DPKP membuat laporan progres pelaksanaan kegiatan 
secara bcrkala. 

BAB XVI 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 24 

Peraturan Supati ini mulai berlaku pada tanggal 
diundangkan. 
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan 
pengundangan Peraturan Supati ini dengan penempatannya 
dalam Serita Daerah Kabupaten Lebong. 

Ditetapkan di Tubei 
pada tanggal 3 Juli 2023 I BUPAT LEBONGf 

Diundangkan di Tubei 
1 KOPLI NSORI 

pada tanggaJ 3 Juli 2023 

H. MUSTARANI 

SERITA DAERAH KABUPATEN LEBONO TAHUN 2023 NOMOR 35 
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